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KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Mahg Esa, karena atas berkat dan karuniaNya, maka

Laporan Tahunan Koordinasi, Sinkronisasi ;Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) tahun 2022 telah selesai disusun.

Laporan Akhir ini merupakan rangkuinan hasil dari pelaksanaan Kegiatan Koordinasi,
Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah
(BLUD) yang telak dilaksanakan di 6 (enam) Kabupaten dan 7 (tujuh) lokasi yaitu: Timor Tengah
Utara, Belu, Sikka, Manggarai Timur, Nagekeo, Kota Kupang dan BLUD Provinsi NTT.

Laporan akhir ini diharapkan menjadi bahan acuan sekaligus menjadi gambaran umum
dalam upaya menguatkan performance BLUD dari aspek kelembagaan, Pengelolaan, pelayanan
dan tingkat kemandirian.

Semoga Laporan akhir ini dapat memberikan informasi, masukan dan gambaran umum
terkait pengelolaan BLUD yang bermanfaat bagi semua pihak. Tim penyusun juga
mengharapkan segala masukan, kritik den saran yang konstruktif dalam rangka pengembangan
dan penyempurnaan laporan, sekaligus pengembangan Pengelolaan BLUD

Kupang, Desember 2022

Kepala Biro Perckoncinian dan Administrasi Pemho.ngunan
ﬁ Setda Pr ivai Nusa Tenggara Timur,

De.Di3=Jusuf L.Rupidara, M.Si

Pembina UtamaMuda
NIP:196608141988031018
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PENDAHULUAN

Pemahaman mengenai BLUD merupakan scbuah pengetahuan yang wajib
dimengerti baik oleh pembina teknis, pembina keuangan, maupun satker Badan
Layanan Umum Daerah (BLUD) itu sendiri. Perubahan regulasi pada BLUD
rermasuk adanya rotasi pegawai termasuk-pergescran aparatur di lingkup Organisasi
perangkat Daerah yang berkorelasi langsung dengan Kerja dan Kinerja BLUD
memungkinkan terjadinya perbedaan persepsi mengenai konsep- BLUD, baik dari
aspek pengertian, TUPOKSI dan Tujuan Pendirian BLUD hingga implementasi
regulasi mengenai BLUD memungkinkan terjadinya permasalahan yang perlu segera
dicarikan jalan keluarya.

Berkenaan dengan hal tersebut, Biro Perekonomian dan Administrasi
Pembangunan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Pembina BLUD sesuai
amanat Pasal 101 Permendagri No. 79 Tahun 2018 tentang BLUD dan Permendagri

~ No. 56 Tahun 2019 Tentang Pedoman Nomenklatur Unit Kerja Sekretariat Daerah

IL

ML

Provinsi dan Kabupaten/Kota melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi Kebijakan

P=ngelolaan BLUD pada BLUD Provinsi NTT dan 6 (enam) Kabupaten/kota .

DASAR :

Dasar pelaksanaan Kegatan Koordiuasi, Sinkronisasi, Menitoring, dan Evaluast

Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah adalah :

i Reustia Biro Perekoromian dan Adminisirasi Pembanguiar Sctda Provinsi NTT
2019-2024

2. DPA Biro Perekonomian dan Administras) Perbarigunan T.A.2022

WAKTU DAN TEMPAT KEGIATAN

Rapat Evaluasi kebijakan Pengelolaan BLUD dilaksanakan di .

1. Kabupaten TTU tanggal 8 s/d 10 Pebruari 2022.

2. Kabupaten Belu tanggal 8 s/d 10 Pebruari 2022.

3. Kabupaten Sikka, tanggal 22 s/d 24 Juni 2022

1
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. Kabupaten Manggarai Timur, tanggal 31 Agustus s/d 02 September 2022

Kabupaten Nagekeo, tanggal 15 s/d 17 Desember 2022.

_ Kota Kupang, tanggal 22 Desember 2022

Kota Kupang, tanggal, 28 Desember 2022

[v. PESERTA RAPAT:

A.

Kabupaten TTU :

- Bagian Ekonomi

- Bagian Hukum

- Bagian Organisasi

- Rumah Sakit Umum Daerah

- Badan Pengelcla Keuangan dan Aset Daerah
- Bappeda

- Dinas Kesehatan

Pemimpin Rapat : Pj. Sekda Kabupaten TTU
Kab. Belu

- Bagian Ekonomi

- Bagian Hukum

- Bagian Organisasi

" . Rumah Sakit Umum Daerah

- Badan Pengelala Keuangan dan Aset Daerzh
- Bappeda

- Dinas Kesehatan

: 6 Orang
: 3 Orang
: 3 Orang
: 3 Orang
- 4 Orang
: 3 Orang
: 3 Orang

: 6 Crang
: 3 Orang
: 3 Orang
: 3 Orang
: 4 Orang
: 3 Orang

: 3 Orang

Pemimpin Rzpat : Asisten 2. Setda Kabupaten Belu

Sikka

- Bagian Ekonomi

- Bagian Hukumn

- Bagian Organisasi

- Rumah Sakit Umum Daerah

- Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
- Bappeda

: 6 Orang
: 3 Orang
: 3 Orang
: 3 Orang
.4 Orang
: 3 Orang
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. Dinas Kesehatan

a : 3 Orang
pemimpin Rapat : Asisten 2. Setda Kabupaten Sikka

. Kabupaten Manggarai Timur :
. Bagian Ekonomi : 10 Orang
- Bagian Hukum : 3 Orang
- Bagian Organisasi .5 Orang
- BLUD SPAM : 5 Orang
- BLUD RSUD Borong : 5 Orang
- Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah : 7 Orang
- Bappeda : 5 Orang
- Dinas PUPR : 10 Orang

. Pemimpin Rapat : Asisten 2. Setda Kabupaten Manggarai Timur
. Kabupaten Nagekeo

- Bagian Ekonomi - 10 Orang
- Bagian Hukum : 3 Orang
- Bagian Organisasi : 5 Orang
- BLUD SPAM : 5 Orang

" . BLUD RSUD Mbay - § Orang
- Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah : 7 Orang
- Bappeda : 5 Orang
- Dinas PUPR : 10 Orang

Pemimpin Rapat : Sekretaris Daerah Kabupaten Nagekeo

. BLUD Provinsi NTT (Lokast Kota Kupang)

- Biro Organisast : 2 Orang

- Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan 6 Orang

- Biro Hukum : 3 Orang

- Badan Keuangan dan Asel Daerah :3 Orang

- Bappelitbanda :3 Orang

- BLUD SPAM +5 Orang
3
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- BLUD RSUD W.Z. Yohanes Kupang

] .5 Orang
. Dinas Kesehatan
' : 3 Urang
. Dinas PUPR
" : 3 Orang
- Inspektorat
P : 2 Orang

Pemimpin rapat, Koordinator Substansi BUMD dan BLUD Biro Perekonomian
dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT
G. BLUD Kota Kupang

- Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan  : 6 Orang
- Bagian OrganisasiKota Kupang

: 3 Orang
- Bagian Hukum Kota Kupang :3 Orang
- Badan Keuangan dan Aset Daerah :3 Orang
- Bappeda Kota Kupang : 3 Orang
- BLUD RSUD SK. Lerik Kota Kupang : 10 Orang
- Dinas Kesehatan Kota Kupang : 7 Orang

Pemimpin rapat, Koordinator Substansi BUMD dan BLUD Biro Perekonomian
~ dan Administrasi Pembangunan Setda Proviusi NTT
. Rekaman Proses :
A. Kab. TTU
" 1. Pembukaan :
Kegatan di buka oleh Pj. Sekda Kab.TTU:

2. Materi

Penyampaian Materioleh Kepala Bagian BUMD & BLUD dengan pokok-
poxok Maieri sebagal berxut:
a. Tugas Biro Perckonomian

Dasar:
a) pasal 101 Permendagri no. 79 tahur 2018 tentang BLUD; Gubermur

melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap BLUD di daerah

Provinsi;
b) Permendagri 56/2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja

Sekretariat Daerah Provinsi dan  Kabupaten/Kota—>Khusus

»Pembinaan” BLUD:
4
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menyi
yiapkan bahan perumusan kebijakan teknis evaluasi

BLUD;

2. i i
menyiapkan bahan koordinasi kebijakan teknis evaluasi
BLUD;

3.  menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan
kebijakan evaluasi BLUD; dan

4.

menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan, evaluasi,
analisis  dan  pelaporan  kebijakan  perencanaan,
pengembangan dan kerjasama BLUD
c) Pasal 1 Angka 1 Permendagri 79/2018:
BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis
dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat
yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan
- sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada
umumnya.
d) Jenis-jenis BLUD:
1. Bidang kesehatan;
2. Bidang pendidikan;
3. Bidang dan bergulir dan perumahan;
4. Bidang laipnya
e) Faktor Pendorong Pen gelolaan BLUD:
1. Fleksibilitas pengelolaan keuangan,
2. Pengawasan yang lebih baik dari Kepala OPD dan Kepaia Daerah;
Peninghatan kualias nelayanan priiik
Fleksibilitas BLUIZ: Keleluasaandalam Pola Pengelolaan keuangau

L)

Nent)

(PPK) dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk
meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan

dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan

kehidupan masyarakat
g) Praktek bisnis Yyang sehat: Penyelenggara fungsi organisasi

berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka
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pemberian pelayanan yang bermutu, berkesinambungan dan berday
asaing

h) Fleksibilitas BLUD:

1. Pengelolaan pendapatan;
Pengelolaan belanja;
Pengadaan barang dan jasa;
Pengelolaan utang dan piutang;
Tarif;

Pengelolaan SDM:
Pengelolaan kerja sama;

Pengelolaan investasi;

Remunirasi;
10. Silpa dan defisit
3. Diskusi

Penyampaian Kond’si BLUD RSUD Kefamenanu oleh Kepala Bappeda

Kab. TTU:

- Untuk Kabupaten TTU saat ini baru ada 1 BLUD yakni BLUD RSUD
Kefamenanu;

- Kami sangat berterima kasih atas adanya BLUD ini karena dalam
pelayanan kesehatan di RSUD Kefemenanu sudah seroakin baik dengan
adanya fleksibilitas BLUD yang dimilliki;

- Mudah-mudahan di tahun-tabun mendatang muncul BLUD lain yang
bergerak di bidang yang lain;

. BLUD R3UD ini saugat membantu. Karena pengaianan-peagaiaman kita
sebeluin ini persoalan anggarap harus dibahas sedangkan pelyanan harus
terus berjaian,;

- Dengan adanya Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda
Provinsi NTT yang mempunyai tugas koordinast BLUD kami berharap
dapat membantu kami ketika kami mau membangun RS baru yang ideal.

Karena saat ini kami sudah punya master plan pembangunan RS baru
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Penyampaian Kondisi BLUD Rsyp Kefamenanu oleh Kepala Bidang

Keuangan RSUD Kefamenany (Magdalena Bari):
- Sumber pendapatan BLUD kami ada dug yakni :

1. BPIS;

2. Pelayanan Kesehatan

Pendapatan dari BPJS ini di diipat dari klaim-klaim pelayanan yang ada di
RSUD Kefamenanu

- Klaim-klaim pelayananan ini bisa tetlaksana kuncinya adalah adanya
dokter ahli;

- Sampai dengan saat ini RSUD Kefamenanu memiliki 13 dokter ahli, 10
dokter umum dan 9 dokter interenship;

- Dengan adanya ketersediaan tenaga ahli, ketersediaan obat-obatan dan
ketersedian alkes maka pelayanan bisa berjalan dengan baik sehingga
pendapatan yang diperoleh bisa mencapai target yang ditetapkan bahkan
bisa melampui target yang diberikan;

- Ditahun 2021 target yang diberikan bagi kami adalah 8, 2 M diakhir tahun
per 30 Desember 2021 kami memperoleh pendapatan 17 M iebih;

- Dari tahun 2016 BLUD ini terbentuk sampai dengan tahun 2021
pendapatan terbesar ada di tahun 2021 yakni sebesar 17 M lebih;

- Target kami tahun 2022 8,618 M. Kami bertekad untuk bisa melampui
target ini sekitar 120 %;

- Pendapatan tebesar di tahun 2621 adalah klaim Covid-19 sebesar 9,5 M;

- Dari hari ke hari palayanan kami pun mengalami peningkatan;

- Untak Kaim Covid-19 semua has harus dilengkept deagan Jdckuneo
dari ruang pelayanan sampai dengan ruang penindakan;

. Saat ini kami sedang kami lakukan pembenahan dari tingkat pelayanan

hingga managemen sehingga target yang diboikan bl katil cupal;
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Penyampaian kondisi BLUD RSUD Kefamenanu olch Kepala Bagian TV
(Mathias Subani):

- Pada struktur otganisasi BLUD kami terdiri dari 3 bidang keuangan,

bidang pelayanan dan  bidang penunjang serta satu bagian yang

membawahi 3 sub bagian. Di bidang masing-masing ada 3 kepala seksi;

- Pada bulan Desember 2021 yang lalu pelaksanaan managemen

pengelolaan keuangan sudah dievaluasi melalui akuntan publik;

Hasil audit dari akuntan publik kami medapat hasil WTP (Wajar Tanpa
Pengecualian);

- Setiap tahun kami diaudit oleh akuntan publik;

- Hasil WTP menunjukandari sisi pertanggungjawaban keuangan kami
cukup melangalami kemajuan;

- Artinya dilihat dari kelengkapan dokumen, pelaksanaan monitoring
evaluasi hingga sampai tingkat audit;

- Secara intemal kami memilki komite medik yang secara berkaia
melakukan evaluasi mulai dari perencanaan, pelaksanaa, monitoring dan
evaluasi sehingga ada pengendalian;

- Dengan adanya penerapan BLUD ini kita dapat keluar dari pendapat
umum yang menyatakan bahwa rumah sakit ketersediaan obatnya terbaias.
Tabun-tahun terakhir ini opini seperti itu tidak terdengar lagi;

- Dengan adanya fieksibilitas pada BLUD, maka Kepala bidang penunjang
akan inelihat kebutuhan itu berdasarkan base on the list. Jadi tidak
menunggn sampai pembahasan dan menunggu sampe uangnva ada;

- Penerapan BLUD im merupakan satu terobosan yang vaik dan tingkat
pusat sampai ke daerzh yang perln didorong untuk meningkatan pelayanan
dasar khususnya di bidang kesehatan,

- Persoalan saat ini yang kami hadapi terkait dengan regulasi tentang
pengadaan alkes;

- Kami mengalamai keterbatasan SDM terkait pemahaman terhadap

spesifikasi alkes;
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. Pada forum ini kami menyamapaikan agar SDM yang ada pada kamni
harus benar-benar berkompeten-terhadap alkes yang bukan ha..ya dari Sisi
pengoperasian tetapi harus bisa memahami spesifikasi alakes yang ada;

. Kesulitan lain yang kami alami adalah pengklaiman rekam medik, jika
salah dalam penginputan data maka akan berdampak pada pendapatan
sehingga ini yang saat ini menjadi perhatian kami;

. Dilihat dari tingkat kunjungan pasien kami mengalami peningkatan yang
significant;

. Harapan kami suatu saat RSUD ini bisa dinaikan ke tingkat B sehingga
ada pembenahan struktur organisasi yang lebih lengkap untuk dapat
meningkatkan kinerja pelayanan;

- Kami juga sedang merencanakan pembangunan rumah sakit baru. Kami
berharap Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda
Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat membantu memfasilitasi
pelaksanaannya;

Tanggapan Kepala Bapelitbang Kabupaten TTU:

- Untuk saaat ini kami memiliki satu BLUD RSUD Kefamenannu,

- Xami berterimakasih dengan kehadiran BLUD RSUD Kefamenanu karena
pelayan kesehatan masyarakat juga sudah semakio baik;

- Kami berharap ke depaunya akan ada BLUD di sektor lain terutama yang
bersentuhan langsung dengan pelayanan dasar kepada masyarakat;

- BLUD RSUD Ketamenanu sudah ada sejak tahun 2016;

- Sejak penerapan BLUD di RSUD Kefamenanu pengalaman kami keiika
membutuhkan obai-obatan kami harus melaln® takapen/proses yang
panjang padahal pelayanan hatus terus berjalan. Dengan adanya BLUD
dengan fleksibelitas dalam pengelolaanya maka kesulitan terkait obat-
obatan dapat diatas,

- Dari BLUD RSUD ini diharapkan dapat meningkatkan fasilitas pelayanan
dan kapsitas SDM untuk meningkatkan pelayanan;

- Terkait pengadaan barang dan jasa ada pengecualian dalam pengelolan
BLUD menjadi kemudahan dalam pengelolaan BLUD

9
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Tanggapan Kabag BUMD g BLUD Biro

Administrasi Pembangunan Setda Provins NTT:

Perekonomian dan

- Menanggapi persoalan SDM untuk pengadaan barang dan jasa memang
harus membutuhkan SDM yang handal yang
menjalankan alkes di RSUD;

mempunyai keahlian dalam

- Aturan memungkinkan untuk f]eksibilitas dalam perekrutan SDM;

- Jadi 10 fleksibilitas ini menjadi kewenangan pihak RSUD untuk
menerapkan dalam pengelofaan BLUD RSUD:;

- Terkait pengadaan barang dan jasa ada pengecualian dalam pengelolan
BLUD menjadi kemudahan dalam pengelolaan BLUD tetapi ada aturan-
aturan terkait pengadaan barang dan jasa yang perlu menjadi bahan

pertimbangan.

Tanggapan Kasubag BLUD Biro Perekonomian dan Admnistrasi Setda

Provinsi Nusa Tenggara Timur:

- Dari tahun 2016 sudah diterapkan BLUD pada RSUD Kefamenanu mohon
informai terkait subsidi APBD II dan tingkat kemandirian BLUD RSUD

kefamenanu serta pendapatan yang sudah ada;
- Mohon menginformasikan terkait Dewan Pengawas BLUD RSUD

Kefamenanu;
- Dalam pengelolaan BLUD RSUD Kefamenanu apakah ada kerja sama

dengan pihak lain dan sistematikanya sepetti apa:
- Juga terkait informasi-informasi terkait Perkada-perkada yang sudah

dibuat terkait pergelclaan ELUD RSUD Kefamenaru

Tanggzpan oleh Kepala Bidang Keuangan RSUD Kefamenanu

(Magdalena Bari):

- Terkait Dewan Pengawas kami pernah bentuk 3 tahun setelah penerapan

BLUD pada RSUD Kefamenant, tetapi sctalah ada evaluasi dari akuntan

publik kami hanya bentuk Komite Medik. Karena sesuai Permendagri

nomor 79 tahun 2018 tentang BLUD pasal 16 dewan Pengawas ity

10
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- dibentuk apabila realisasi pendapatan 30 Milyar sedangkan pendapatan
kami belum sampai 30 M:

- Informasi terkait subsidi dii yang disammapaikan akan kami siapkan
melalui staf kami

TanggapanKepala Bagian TU RSUD Kefamenanu (Mathias Subani):

- APBD kami untuk belanja operasional

- Untuk tenaga TPP kami manfaatkan dari pendapatan BLUD:

- Maksud kami kesuliatan dalam kaitan dengan Komepetsnsi SDM untuk
pengadaan barang dan jasa kami berharap yang menjadi tim pemeriksa
memilki kompetensi terhadap alkes yang ada sehingga tidak terjadi
persoalan yang kemudian berdampak pada kerugian negara;

- Kami juga terus berupaya untuk meningkatkan kompetensi SDM yang
saat ini dengan mengikutsertakan pada kegiatan-kegiatan pelatihaan;

- Untuk kemandirian sejauh ini sedang kami tingkatkan sehingga jiwa
bisnisnya harus jalan jr~a untuk menunju kemandirian BLUD;
Tanggapan Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Utara (pak
Rusli):

- Terkait klaim BPS dan Jamkesmas menurut pantauan kami lebih besar
klaim ke RS swasta darpada RSUD, sehingga kami berharap ke
depannya banyak klaim BPJS ke RSUD;

- Ke depan ada program wajib asuransi untuk pelayanan kesehatan
masyarakat sehingga jangan samapai uang yang dikeluatkan oleh
Pemerintah tidak kembali lagi ke Pemerintah karena banyak pasien
yang lari ke RS swasia,

- Kami juga berharap ke depannya Puskesmas-puskesmas juga bisa
diterapkan BLUT untuk meningkatkan pelayanan;

Tanggapan Kepala Bagian TU RSUD Kefamenanu (Mathias Subani):

- Pada 3 bulan kemarin, Spetember, Oktober dan November kami telah
melakukan diskusi terbatas dengan pihak Puskesmas untuk

mendapatkan strategi bagaimana caranya agar pasien dari puskesmas

dapat di rujuk ke RSUD;

11
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- Klaim kami cukup rendah karena ada kekliruan teknis dalam
penginputan data. Ketika ada kesalahan dalam penginputan maka
sistem tdk bisa menerima. ini 00a bisa jadi wstem tidak mendata
kesalahan teknis tadi

Tanggapan Kabag BUMD & BLUD Biro Perekonamian dan

Administrasi Pembangunan Setda Provins N7

- Untuk usul dari Dinas Kesehatan yang mengusulkan untuk penerpan
BLUD pada Puskesmas-puskesmas kami stap memfaalitasi dan s
regulasi sedangkan secara teknis nanti olel teman Muskesmas,

- Untuk pencrapan BLUD pada Puskesmas-puskesmas akan  lebih
mudah jika kelembagaan Puskesmas-puskesenns sudah dalam bentik
UPTD schingga UPTD yang mengusustkan penerapan BLUD kepada
Kepala Dinas Keschatan untuk kemudian diproses sesum apa yang
diamanatkan oleh Permendagri nomor 79 tahun 2018 tentang BLLUD

B. Kabh. Belu :
1. Pembukaan :
Kegatan di buka olch Asisten 2 Setda Pemkab Belu

|, Asisten 2 Setda kabupaten Belu wenyampakan tenma kauh  dan
apresiasi atas kehadiran Pemenntah Froviva NTT melabn  Biro
Perekonomian dan Administrasi Pembangunan, yang telah mempercakan
Kebupaten Belu sebagai salah satu Lobus Kepatin Koordinas dan
Evaluasi Kegiatan Pengelolaan BLUD,

> Asisten 2 berburap dengan hadunya Vet Frovist MU maclabig
Bito Perekonomian dan Adnmimstrass Pewbanpinan. dalam Keyiatan
Koordinasi dan Vvaluasi Kegiatan Pengelolaan BLUD di babepaten
Bele, menjadi salah satu jalan dalam upays wewupudhan BLUD RSUD
Mr. Gabriel Manek, SVD, sebagal BLUD vaig seliat dan wandin,

3. Asistens 2 berharap agar momeiiui hehaduan hooiduasi dan Fvaluas

Kepiatan Pengelotaan BLUD i dunantaath on sebak manghn dalam

upaya membangun sinergitas progranvheiatan sehalizus sebagar niedy

pencerahan bagi Pengelola BLUD
12
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2. Materi :
Kabag BUMD dan BLUD :

1. Penyampaian TUPOKSI Biro Perckonomian  dan  Administrasi

Pembangunan Setda Provinsi NTT, khsusnya bagian BUMD dan BLUD,;
Arahan Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 56

Tahun 2019. Pedoman Nomenklatur Dan Unit Kerja Sekretariat Daerah

[Se]

Provinsi Dan Kabupaten/Kota, yang mengakomodasi hadirnya Sub Bagian
BLUD;

3. Menyampaikan regulasi terkait pengelolaan BLUD antara lain PP No. 79
tahun 2018 tentang BLUD;

4. Memaparkan tentang hal-hal regulative berupa Peraturan Kepala Daerah
mana saja yang harus di buat dalam pengelolaan BLUD;

5. Menguraiakan tentang asas fleksibilitas dalam pengelolaan BLUD dan
dalam hal apa saja aspek fleksibilitas itu dapat diterapkan;

6. Selanjutnya mendapatkan masukan dari Direktur BLUD dan peserta
Rapat;

- 3. DISKUSI :

Direktur BLUD RSUD Mgr. Gabriel Manek, Svd

a. Menyampaikan apresiasi dan terima kasih, karena untuk pertama Kkalinya
ada bagian khusus di Pemerintah Provinst NTT yang secara Tupoksi
jangsung memnbidangi BLUD. Hal ini menjad: penting dan sangat
bermanfaat karena selama ini BLUD di daerah terkesan berjalan seadiri
tanpa ada mitra dickusi, dalam bentuk pembinaan dzn pendampingan;

b. BLUD RSUD ini mulai dirintis sejak Tehun 2016, dan baru mulai secara
kelembagaan menjalankan fingsi BLUD pada tahun 2016 dan dalam
perjalanan rujukan yang diikuti adalah Permendagri dan terakhir dengan
Permendagri No. 79 iahun 2018;

c. Struktur Organisasi BLUD RSUD Megr. Gabriel Manek, Svd terdini dari :

1) Direktur (Eselon l1l/a);
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2) Kepala Bidang (Esclon 111'b) terdiri dari Bidang Pelayanan, Bidang
Penunjang dan Bidang Program;

3) KTU

d. Dalam perjalanan BLUD ini dari aspek anggaran hingga saat ini masih
mendapatkan subsidi dari Pemerintah Dacrah:

c. Dinas Keschatan Kabupaten Belu juga saat ini berencana untuk
mengusulkan beberapa Puskesmas agar menjadi BLUD;

{ Saat ini manejemen Puskesma membutuhkan rujukan terkain model
pengelolaan dana Non Kapitasi yang disetorkan ke Pemde kemudian
baru dainggarkan kembali namun hal ini tidak berjalan sebagaimana
mestinya, karcnanya demi memberikan ruang pelayanan kepada pasien
yang cepat maka Puskesma juga perlu untuk didorong menjadi BLUD,

g. Pada Tahun 2021 BLUD RSUD Mgr. Gabriel Manck, Svd,
memperoleh pendapatan sebesar 37 milyar dari target Pendapatan 40
Milyar

h. Dengan pendapatan ini, kemudian BLUD RSUD Mgr. Gabnel Manek,
Svd sesuai arahan Permendagri No. 79 tahun 2018 kemudian sudah
membentuk dan menetapkan Dewan Pengawas, namun diakui bahwa
komposisi Dewan Pengawas ini belum sesuzi arahan Permendagn
dimaksud, karenmannya telah dilakukan rapat bersama Dewan
Pengawas untuk merubah sesuai arahan Permendagri dimaksud;

i. Selain pendapatan tersebut di atas, BLUD KSUD Mgr. Gabnel Manek,
Svd juga mendapatkan bantuan DAU untuk Insentif Dokter ahli dan
belanja ocbaapa produvk obat-obawn, ywga mendapalan DAK fiak
dan Nen fisik, sehingga total dana yang dikelola adalak hampir 100
Milyar;

j. Terkait pengelolaan BLUD sudah dibuatkan beberpa Peraturan
Bupati dan salahsatunya adalah Peraturan Bupati tentang Pengelolaan
Barang dan Jasa, di mana salah satu klausul penting dalam Peraturan
dimaksud adalah untuk pengelolaan belanja barang dan jasa di bawah

500 juta dapat di gunakan mekanisme Penunjukan Langsung (PL);
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k. Terkait asas fleksibilitas bgrkaitan dengan SDM, saat ini BLUDRSUD i;% i
Mgr. Gabriel Manek, Svd‘,‘ | Jgga telah mengangkat 'beberapa‘ tenaga !
kontrak dalam rangka meﬁdtﬁdmg kinerja dan pelayanan BLUD ini,
saat ini Jumlah Pegawai bejumlah 600 Orang lebib;

l. Kendala yang dihadapi oleﬁ BLUD RSUD Mgr. Gabriel Manek, Svd
adalah terkait asistensi ailggaran bersama TAPD maupun DPRD,
sering mengalamai kebiltitian yang akhimya berdampak pada
pembatasan anggaran yang sesungguhnya sangat mempengaruhi

kinerja pelayanan BLUD,

m. Posisi Kabupaten Behll sebagai wilayah Perbatasan, Sangat membantu
dalam hal dukungan anggaran dari Pemerintah Pusat;

Respon Kabag BUMD dan BLUD Biro Perekonomian dan
Administrasi Pembangunan :
1. Rujukan aturan terkait BLUD yakni

v Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara;

v' Undang-undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit
khusus (pasal 7 dan Pasal 20), Psl 7 : Rumah Sakit yang didirikan
oieh Pemerintah dan Pemerintah Daerak, sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) harus berbentuk Unit Pelaksana Teknis dari Instansi
yang bertugadi di bidang Kesahatan, dalam hal ini Dinas
Kesehatan, atau instansi tertentu ataa instansi teknis daerah dengan
pengelolaan BLU atau BLUD sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan. Psl Z0 : Ruman Sakit Publik yang dikelo‘a
Pemerintah dan Pemerintah Dasrab diselenggarakan berdasarkan
Pengelolaan BLU atau BLUD sesuai dengan keteniuan Peratﬁmn
Perundang-undangan ; :

v Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 tentang PPK BLU:
v Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 tentang Perubahan

atas PP Nomor 23 Tahun 2005;
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v Sedangkan rujukan secara teknis dalem pengelolaan BLUD adalh
Peremnedagri No. 79 Tahun 2018 tentang

2. RSU harus menjadi BLUD adalah bentuk terobosan Pemerintah yang
melihat  bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Pelayanan kepada
masyarakat, Rumah Sakit memiliki peran strategis berkaitan dengan
kelangsungan kehidupan Manusia (Pasien), schingga perlu diberikan
fieksibilitas dalam pengelolaan Keuangan;

3. Fleksibilitas soal tarif pelayanan, Direktur BLUD RSUD dengan
mengacu pada  ketentuan peraturan  Perundang-undangan  dapat
mengusulkan Peraturan Bupati terkait dengan tarif pelayanan;

4. Fleksibilitas soal rekrut pegawai Non Medis, Direktur BLUD RSUD,
dapat merekrut Pegawai Non Medis untuk memenubi kebutuhan
pelayanan RSUD,

5. Ficksibilitas soal Pinjaman dan Kerja sama, Direktur BLUD RSUD
sesuai ketentuan berlaku dapat melakukan Perikatan Kerjasama
aalgan Pihak lain maupun dapat mengajukan perikatan dalam bentuk
pinjaman untuk peningkatan pelayanan RSUD;

6. Menerapkan Renumerasi;

Direktur ELUD RSUD Mgr. Gabriel Manek, Svd

Terkait Kerjasama, saat ini BLUD RSUD Mgr. Gabriel Manzk, Svd, telaah
inclakuken kerjasama dengan beberapa Rumah Sekit terkait Pembakaran
Sampah Medis ¢an | aundry.

Kzsunag BLUD Biro Perckonomian dan A¢ministrasi Fembangunan:

1) Terkait kerjasama yang disampaikan oleh Dircktur BLUD  RSUD,
diaharapkan Perjanjian Kerja sama dimaksud dapat juga disampaikan ke
Biro Perekonmian sebagai salah satu acuan bagi Brio Perekonmian, dalam
melakukan Pembinaan BLUD, ini mengingat sub Bagian BLUD ini baru |
tahun terbentuk sehingga terus berbenah dan belajar, tentunya dengan
mempelajari apa yang sudah dilakukan oleh BLUD di daerah,
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2) Perlu juga memberiken gambaran terkait dukungan atau subsidi
Peemerintah 3 Tahun terakhir serta Pendapatan 3 tahun terakhir, agar kita
dapat menganalisis kemandirian BLUD:

3) Terkait Peraturan Kepala Daerah, sesuai arahan Permendagri no. &9 tahun
2018 ada sekitar 20 Perkada yang harus di buat, kami perlu mendapatkan
input, apakah Perkada-perkada ini sudah dibuat?

Bagian Keuangan Setda Kab. Belu

1) Bagian keungan perlu’menyampaikan soal bentuk Pelaporan dan waktu
Pelaporan, sangat diharapkan agar pelaporan pelaksanaan kegiatan
terutama penyerapan anggaran dan pendapatan dapat juga disampaikan
secara lengkap kapeada bagian keuangan, karena hampir setiap tahun
dalam audir BPK laporan tentang pelaksanaan BLUD juga menjadi hal
yang juga diaudit oleh BPK di Bagian Keuangan;

2) Terkait bagaimana mekanisme Hutang mapun Piutang dalam konteks
pekansanaan BLUD juga perlu dijelaskan secara detail kepada Bagian
Keuangan;

Bagian Hukum Setda Kab. Belu

Pada prinsipnya Bagian Hukum siap membantu BLUD RSUD dalan kaitan

dengan penyusunan 20 Peratvran Kepala Daerah sebagaimzna arahan

Permendagn No. 79 tahun 2018;

C. Kab. Sikka
1. Pembukaan :
Kegatan di buka oleh Asisten 2 Setda Kab. Sikka

1. Asisten 2 Sctda Kabbupaten Sikka menyampaikan terima kasih dan
apresiasi atas kehadiran Pemerintah Provinsi NTT _melalui Biro
Perekonomian dan  Administrasi Pembangunan, yang telah
mempercayakan Kabupaten Sikka sebagai salah satu Lokus Kegiatan
Koordinasi dan Evaluasi Kegiatan Pengelolaan BLUD;

Asisten 2 berharap dengan hadimya Pemerintah Provinsi NTT melalui

(3]

Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan, dalam kegiatan
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Koordinasi dan Evaluasi Kegiatan Pengelolaan BLUD di Kabupaten
Sikka, menjadi salah satu jalan dalam upaya mewujudkan BLUD RSUD.
dr. T.C. Hilers maumere, schagai BLUD yang schat dan mandiri;

3. Asistens 2 berharap agar momentum kehadiran Koordinasi dan FEvaluasi
Kegiatan Pengelolaan BLUD ini dimanfaatkan sebaik mungkin dalam
upaya membangun sinergitas bmgram/kcgiatan sckaligus sebagai media
pencerahan bagi Pengelola BLUD

2. Materi:
Sub Koordinator Substansi BLUD ¢

1. Penyampaian TUPOKSI Biro Perckonomian dan  Administrasi
Pembangunan Sctda Provinsi NTT, khsusnya bagian BLUD,

2. Arahan Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 36
Tahun 2019. Pedoman Nomenklatur Dan Unit Kerja Sckretariat Daerah
Provinsi Dan Kabupaten/Kota, yang mengakomodasi hadirnya Sub Bagan
BLUD;

3. Menyampaikan regulasi terkait pengelolaan BLUD antara lain PP No. 79
tahun 2018 tentang BLUD;

4. Memaparkan tentang hal-hal regulative berupa Peraturan Kepala Dacrah
mana saja yang harus di buat dalam pengelolaan BLUD;

5. Menguraiakan tentang asas fleksibilitas dalam pengelolaan BLUD dan
dalam hal apa szja aspek fleksibilitas itu dapat diterapkan,

6. Selanjuinva mendapatkan masukan dan Direkiur BLUD dan peserta
Rapat;

3. Diskasi:
Girzktor BLUD RSUD T.C.Hilers Mauumere
1. Menyarmpaikan apresiasi dan terima Kasih, karena untuk pertama kalinya
ada bagian khusus di Pemerintah Provinsi NTT yang secara Tupoksi
langsung membidangi BLUD. Hal ini menjadi penting dan sangat
bermanfaat karena selama ini BLUD di daerah terkesan benalan sendin

tanpa ada mitra diskusi, dalam bentuk pembinaan dan pendampingan,

18

Cs] Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

2. BLUD PSUD ini mulai dirintis scjak Tahun 2013, dan sejak pendirian
Tahun 2013, BLUD RSUD dr. T.C. Hilers Maumere, secara profesional
menjalankan fungsi BLUD. Hal ini dibuktikan dengan kemampuan meraih
WDP oleh BPK pada tahun 2013-2015 dan pada Tahun 2016 - 2021 5
(lima) kali secara berturut-turut mendapat penilaian WTP.

3. Berkaitan dengan kelembagaan saat ini BLUD RSUD dr. T.C. Hilers
Maumere, sudah melakukan penyesuasian kelembagaan sesuai arahan
Permendagn dan terakhir dengan Permendagri No. 79 tahun 2018, dengan
menctapkan 8 buah Perkada dari target 13 Perkada sebagaimana arahan
Permendagn No. 79 tahun 2018;

4. Dalam penjalanan BLUD ini dari aspek anggaran hingga saat ini masih
mendapatkan subsidi dari Pemerintah Daerah;,

5. Dinas Keschatan Kabupaten Sikka juga saat i berencana untuk
mengusulkan 4 (empat) Puskesmas agar menjadi BLUD yakni Puskesmas
Paga, Puskesmas Nita, Puskesmas Waigete dan Puskesm»s Kopeta;

6. Saat ini manejemen Puskesma membutuhkan rujukan terkain model
pengeloiaan dana Non Kapitasi yang disctorkan ke Pemda kemudian baru
dainggarkan kembali namun hal ini tidak begalan sebagaimana mestinya,
karenanya demi memberikan ruang pelayanan kepada pasien yang cepat
maka Puskesmas juga perlu untuk didorong menjadi BLUD;,

7. Pada Tahun 2021 BLUD RSUD dr. T.C. Hilers Maumerz memperolch
pendapatan sebesar 41 milyar dan target Pendapatan 45 Milyar

% Dengan pendapatan ini, kemudian BLUD RSUD dr. T.C. Hilers maumere
seawi arahan Pamendogri No. 79 taluc 2618 haawdian sudan
membentuk dan menetapkan Dewan Pengawas, yang terdin dan unsur
Instansi teknis. Instansi yang membidangi pngelolaan keuangan dan

Profesional yang memiliki pengetahuan terkait BLUD Kesehatan,

9. Selain pendapatan tersebut di atas, BLUD RSUD dr. T.C. Hilers Maumere

juga mendapatkan bantuan DAU untuk Insentif Dokter ahli dan belanja
beberapa produk obat-obatan, juga mendapatkan DAK fisik dan Non lisik
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10. Terkait pengelolaan BLUD sudah dibuatkan beberapa Peraturan Bupati
dan salah satunya adalah Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Barang dan
Jasa, di mana salah satu Klausul penting dalam Peraturan dimaksnd adalah
untuk pengelolaan belanja barang dan jasa di bawah 500 juta dapat di
gunakan mekanisme Penunjukan Langsung (PL),

11. Terkait asas fleksibilitas berkaitan dengan SDM, saat ini BLUD RSUD dr
T.CHilers Maumere, juga telah mengangkat beberapa tenaga kontrak
dalam rangka mendukung kinerja dan pelayanan BLUD ini, saat mi
Jumlah Pegawai berjumlah 600 Orang lebih,

12. Kendala yang dihadapi oleh BLUD RSUD dr. T.C Hilrers adalah terkan
asistens: anggaran bersama TAPD maupun DPRD, sering mengalama
kebuntuan yang akhimya berdampak pada pembatasan anggaran yang
sesungguhnya sangat mempengaruhi kinerja pelayanan BLUD,

13. BLUD RSUD dr. T.C.Hilrers maumere scbagai Rumah Sakit Ruyjukan, kut
meningkatkan pendapatan BLUD;
Respon Sub Koordinator Substansi  BLUD Bire Perekonomian dan

Administrasi Pembangunan :
1. RSU harus menjadi BLUD adalah bentuk terobosan Pemnerintah yang mehhat

bahwa dalain pelaksanaan kegiatan Pelayanan kepada masyarakat, Rumah
Sakit memiliki peran strategis berkaitan dengan kelangsungan kehdupan
Manusia (Pasien), sehingga perlu diberikan fleksibilitas dalam penprelolaan
Keuangan,

2 Fleksibilitas soal tarif pelayanan, Direhtur BLUD RSUD dengan mengacu
palda keteniuan peraluran Ferunaang-undanzan dapat meaugusu'kan Peaturnn
Bupati terkuil Gengan tanf pelayanan,

3 Fleksibilitas soal rekrut pegawai Non Medis, Direktur BLUD RSUD, dapai
merekrut Pegawai Non Medis untuk memenuhi kebutuhan pelayanan RSUD,

4. Fleksibilitas soal Pinjaman dan Keria sama, Direktur BLUD RSUD sesuai
ketentuan berlaku dapat melakukan Perikatan Kerjasama dengan Pihak lain

maupun dapat mengajukan  penkatan dalam bentuk  pinjaman  untuk

peningkatan pelayanan RSUD;
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5. Menerapkan Renumerasi:
pirektur BLUD RSUD dr. T.C.Hilers Maumere
Terkait Kerjasama, saat ini BLUD RSUD dr. T.C.Hilers Maumere, telaah
melakukan kerjasama dengan beberapa Rumah Sakit terkait Pembakaran Sampah

Medis dan Laundry, dan Rujukan,;

Sub Koordinator Substansi BLUD Biro Perckonomian dan Administrasi

Pembangunan:

1. Terkait kerjasama yang disampaikan oleh Direktur BLUD  RSUD,
diaharapkan Perjanjian Kerja sama dimaksud dapat juga disampaikan ke Biro
Perekonmian sebagai salah satu acuan bagi Brio Perekonomian, dalam
melakukan Pembinaan BLUD, ini mengingat sub Bagian BLUD ini baru 1
tahun terbentuk sehingga terus berbenah dan belajar, tentunya dengan
mempelajari apa yang sudah dilakukan oleh BLUD di daerah;

2. Perlu juga memberikan gambaran terkait dukungan atau subsidi Pemerintah 3
Tahun terakhir serta Pendapatan 3 tahun terakhir, agar kita dapat menganalisis
kemandirian BLUD;

3. Terkait Peraturan Kepala Dacrah, sesuai arahan Permendagri no. 79 tahun
2018 ada sekitar 20 Perkada yang harus di buat, kami perlu mendapatkan

input, apakah Perkada-perkada ini sudah dibuat?

Bagian Keuangan Sctda Kab. Sikka
1. Saat ini BLUD RSUD dr. T.C.Hilers Maumere, sangat kooperatif melaporkan

peagelolaan kevangan yaug besuber dari APBD, dan selale berkonsuitas.
dan membangup kemitraan sinergis daiam pembahasan dan pelaksanaan
kegiatzn dengan subsidi anggaran dari APBD;

Bagian Hukum Setda Kab. Sikka
Pada prinsipnya Bagian Hukum siap membantu BLUD RSUD dalam kaitan

dengan penyusunan 20 Peraturan Kepala Daerah sebagaimana arahan

Permendagri No. 79 tahun 2018;
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Kab Manggarai Timur
p. Kab-

{. Pembukaan : o
Kegatan di buka oleh Asisten 2 Setda Kab. Manggarai Timur:

1. Asisten 2 Setda Kabbupaten Manggarai Timur menyampaikan terima
kasih dan apresiasi atas kehaditan Pemerintah Provinsi NTT melalui Biro
Perckonomian  dan  Administrasi ~ Pembangunan,  yang telah
mempercayakan Kabupaten Manggarai Timur sebagai salah satu Lokus

Kegiatan Koordinasi dan Evaluasi Kegiatan Pengelolaan BLUD;

[ %]

Asisten 2 berharap dengan hadimya Pemerintah Provinsi NTT melalui
Biro Perckonomian dan Administrasi Pembangunan, dalam kegiatan
Koordinasi dan Evaluasi Kegiatan Pengelolaan BLUD di Kabupaten
Manggarai Timur, menjadi salah satu jalan dalam upaya mewujudkan
BLUD RSUD. Borong dan BLUD SPAM Manggarai Timur sebagai
LUD yang sehat dan mandiri;
3. Asistens 2 berharap agar momentum kehadiran Koordinasi dan Evaluasi
Kegiatan Pengelolaan BLUD ini dimanfaatkan sebaik mungkin dalam
upaya membangun sinergitas program/kegiatan sekaligus ssbagai media
pencerahan bagi Pengelola BLUD, terutama berkaitan dengan kesenjangan

pemahaman tupoksi Baguan Ekonomi sebagai Pembina BLUD di
Kabupaten Manggarai Timur;

2. Materi :

Koordinator Substansi BUMD dan BLUD :

I Penyampaian TUPOKSI Biro Perekonomian dan
Pembangunan Setda Provinsi NTT, khsusnya bagian BLUD:

2. Arahan Peraturar;

Administrasi

Kementerian Dalam Negeri (Permend

' agri) Nomor 56
Tahun 2019. Pedoman Nomenk]

atur Dan Unit Kerja Sekretariat Daeraly
Provinsi Dan Kabupaten/Kota, yang mengekomodasi hadir:

nya Sub Bagi
BLUD; y -
3- . I3 *
Menyampaikan regulasi terkait pengelolaan BLUD antara lain PP No, 79
tahun 2018 tentang BLUD;
22

Cs] Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

mana saja yang harus di buat dalam pengelolaan BLUD; . ' il

5. Menguraiakan tentang asas fleksibilitas dalam pengelolaan BL% ‘dan
dalam hal apa saja aspek fleksibilitas ity dapat d1terapkan, il ', ,I “‘“’JII

6. Selanjutnya mendapatkan masukan dari Direktur BLUD d o 'Bimér‘a
Rapat; il

3. Diskusi : | | ’/I |
Direktur BLUD RSUD Borong L

111
\\‘

1. Menyampaikan apresiasi dan terima kasih, karena untuk pertama kalmya‘ |
ada bagian khusus di Pemerintah Provinsi NTT yarig secara Tui)“o‘k“s‘l‘ |
langsung membidangi BLUD. Hal ini menjadi penting dan sahgat
bermanfaat karena selama ini BLUD di daerah terkesan beIJalan seﬁdm
tanpa ada mitra diskusi, dalam bentuk pembinaan dan peudampmganL | 1;{ i

2. BLUD RSUD Borong hingga saat ini belum satupun bt s
terkait aspek -fleksibilitas, dimana hmgga saat ini Pend“”“mwf‘g I"!‘L‘ ;j;“j\‘;““":};

sebagai retribusi daerah; Ik
3. Berkaitan dengan pengelolaan anggaran BLUD RSUD Borodg hdak sama ‘ 5 :-3;"

Il ‘M il
sekali dilibatkan dalam proses penyusunan perencanaan anggar‘%'ﬂ‘ #?.KAB Hx i

il i ‘\‘ ' ‘]H “‘
karenanya dana yang diperoleh dalam pengelolaan BLUD RSUD B&ohg, il

seperihnya berdasarkan hasil perencanaan Dinas Teknis yakni Dinsa

Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur;

4. Aspek lainnya berkaitan dengan BLUD RSUD, terutama berkaitan dengan
pengeloiaauya, hingge saat ini BLUD RSUD Boronyg beium suma sekal.
menerapkan sistem pengelolaan BLUD dalam operasinaolaya; |

5. Berkaitan dengan penginputau anggaran dalam aplikasi SIPD, BLUD
RSUD Borong mengalami kesulitan karena pengin_putan SIPD harus
dibuat rinci, sedangkan kebutuhan RSUD yang sifatnya cepat dan darurat

seharusnya memberikan ruang untuk dapat menginput kebutuhan RSUD
secara gelondongan atau paket;
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Respon Bappeda Kabupaten Manggarai Timur

a. Berkaitan dengan BLUD RSUD Borong, sesungguhinya sistem BLUD
sudah harus dilakukan scjak adanya Keputusan Bupati
Pembentukan BLUD RSUD, dan jika hingga saat ini belum diterapkan,
harusnya menjadi pekerjaan bersama antara BLUD RSUD dengan Dinas
Kesehatan sebagai Induk teknis dari BLUD RSUD;

b. Berkaitan dengan aplikasi SIPD, sesungguhnya telah tersedia kode
kegiatan dan sub kegiatan khusus untuk kebutuhan penganggaran BLUD
RSUD, sehingga ini harusnya sudah dapat dimanfaatkan;

tentang

Respon Kasubag Perekonomian Pada Bagian Ekonomi Kab. Manggarai
Timur :
a. Keadaan BLUD RSUD Borong yang hingga saat ini belum mampu
- menjalankan fungsi BLUD sesungguhnya karena ada kebuntuan dari
koordinasi antara BLUD dengan Dinas Tekanis;
b. Ketidakmampuan BLUD RSUD Borong dalam menerapkan sistem BLUD

ini, sesungguhnya juga karena belum adanya kerelaan dari Instansi Teknis
untuk membiarkan BLUD RSUD menjalankan pengelolaan kegiatan
dengan sistem BLUD karena ada kaitannya dengan pendapatan;

c. Hingga saat ini keberadan Bagian Ekonomi sebagai pembina teknis dari
BLUD yang memiliki tugas dan kewenangan koordinasi tidak pernah
dilibatkan, dan dipandang (idak penting sehiingga saluran komunikasi yang

tersumbat ini tidak dapat diselesaikan:

Respen Asisten 2 Setda Kabupaten Manggarai Timur

I. Terhadap belum maksimalnya atau stagnannya pengelolaan BLUD RSUD
Borong, seharusnya melalui pertemuan ini menjadi fuang.yang tampan
bagi penyelesaian persoalan ini, sangat disayangkan sebab daiam
pertemuan ini Dinas Kesehatan sebagai Pembina Teknis, Bagian
Keuangan, Dinas Pendapatan dan Aset Daerah yang sudah diundang untuk

kegiatan ini, tidak hadir dalam kegiatan ini;
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5 Asisten 2 sangal memaklumi apa yang disampaikan oleh Kasubag
Ekonomi pada Bagian Perckonomian Setda Kabupaten Manggarai Timur,
karena permah menjabat sebapai Kabag Perekonomian, dan selama itu pula
Bagian Perekonomian dalam hal pengelolaan BLUD tidak pernah

dilibatkan;

~ Untuk menjembatani dan menyelesaikan persoalan ini, Asisten 2 akan
sepera menyuratai BLUD RSUD, BLUD SPAM. Bappeda, Bagian
Keuangan, Dinas Pendapatan dan Aset, Bagian Hukum, Bagian Organisasi
dan Dinas Teknis dalam hal ini Dinas Keschatan dan Dinas PUPR untuk
duduk bersama membahas semua persoalan BLUD, serta mendorong
pengelolaan BLUD yang sesuai dengan arahan Peremndagri Nomor 79
tahun 2018,

Respon  Koordinator  Substansi BUMD dan BLUD Biro

Perckonomian dan Administrasi Pembangunan :
1. RSUD harus menjadi BLUD adalah bentuk terobosan Pemerintah

yang melihat bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Pelayanan kepada
masyarakat, Rumah Sakit memiliki peran strategis berkaitan dengan
kelangsungan kchidupan Manusia (Pasien), sehingga perlu diberikan
fieksibilitas dalam pengelolaan Keuangan;

2. Fleksibilitas soal tarif pelayanar, Direktur BLUD RSUD dengan
mengacu pada  ketentuan peraturan Perundmg-undmgm dapat
mengusulkan Peraturan Bupati tevkait dengan 1anf pelayanan;

3. Fieksibilitas soal rekrut pegawar Non Medis, Direktur BLUD RSUD,
dapat maekrut Fegawai Non Medis untul meneuuhi hebavuhan
pelayanan RS1JD:

4. Fieksibilitas soal Pinjaman dan Kerja sama, Direktur BLUD RSUD
sesuai ketentuan berlaky dapat melakukan Perikatan Kenasama
dengan Pihak lain maupun dapat mengajukan perikatan dalum bentuk
pijaman untuk peningkatan pelayanan RSUD;

5. Menerapkan Renumerasi;
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Terkait dengan belum adanya koordinasi yang baik dengan dinas
tekmis dan instansi terkait seperti Bappeda dan bagian Keuangan soal
aplikasi SIPD, diharapkan agar masing-masing pihak dapat secara
bersama-sama dengan niat yang baik mendukung BLUD RSUD
Borong, demi menjamin pelayanan yang profesional kepada
masyarakat; ‘

Berkaitan dengan pendapatan BLUD RSUD Borong yang masih
dijadikan sebagai Pendapatan yang setor ke kas daerah, hal ini perlu
dibicarakan dengan puhak Badan/Dinas Pendapatan Daerah dan

Bagian Keuangan;

. Berkaitan dengan penginputan SIPD yang harus dirinci, sementara

BLUD RSUD membutuhkan fleksibilitas dalam belanja, maka perfu
dierhatikan adalah, belanja yang dirinci adalah belanja yang
bersumber dari APBD, sedangkan belanja yang dapat dibuat dalam
bentuk paket adalah belanja yang bersumber dari pendapatan BLUD:

- Berkaitan dengan belum dimasukannya Pendapatan BLUD sebagai

pendapatan BLUD yang dapat dikelola secara fleksibel, hal ini karena
BLUD RSUD belum membuat Peraturan Kepala Daerah berkaitan
dengan semua aspek fleksibilitas tersebut;

Direktur BLUD SPAM
1. BLUD SPAM Manggarai Timur, sudah 5 tahun secara bertunit-turut

mendapatkan Perdikat WTP oleh Oditur Ekstemnal;

BLUD SPAM Manggarai Tinur selama 3 tahun berturut-turut tidak
mendapatkan Suosidi APBD, rewapi berhasii mempeioleh pendapatan
untuk kegiatan operasional BLUD SPAM:

. Pada tabun 202!, BLUD SPAM Manggarai Timur tanpa subsidi

APBD, berhasil memperoleh pendapatan operasicnal sebesar Rp.
3.199.474.200,-

Berkaitan dengan sistem penginputan anggaran menggunakan aplikasi
SIPD, BLUD SPAM tidak mengalami kendala, karena sebagaimana

dijelaskan oleh pihak Bappeda, secara sistem, nomenklatur Kegiatan
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dan Sub kegiatan untuk BLUD sudah ada tinggal dinput belanjanya
saja,

5. terkait penginputan belanja, sesuai pernyataan Pihak Biro
Perckonomian dan Administrasi Pembangunan Provinsi NTT,
memang untuk belanja yang sumbemya berasalh dari pendapatan
BLUD SPAM, dapat diinf)ut secara paket, sedangkan belanja yang
bersumber dari APBD wajib diinput secara rinci;

6. Terhadap kondisi ini berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh
BLUD RSUD Borong, kemungkinan karena Pendapatan BLUD
RSUD masih sebagai pendapatan yang diperoleh dari retribusi,
sebagai akibat dari belum adanya Peraturan Bupati terkait
pemanfaatan atau pengguunaan Pendapatan sebagai salah satu
fleksibilitas BLUD

E. Kab. Nagekeo

1. Pembukaan :
Kegatan di buka oleh Sekretaris Daerah Kab. Nagekeo

Arahan :

1. Pemerintah Nagekeo menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas
kehadiran Pemerintah Provinsi NTT melalui Biro Perekonomian dan
Administrasi Pembangunan, yang telah mempercayakan Kabupaten
Nagekeo sebagai salah satu Lokus Kegiatan Koordinasi dan Evaluasi
Kegiatan Fengclolaau BLUD;

2. Sekretaris Daerah berharap dengan hadimya Pemeriniah Proviusi NTT

melalui Biro Perekcnomian dan Administrasi Pcmbangunan, dalam

kegiatan Koordinasi dan Evaluasi Kegiatan Pengelolaan BLUD di

Kabupaten Nagekeo, menjadi salah satu jalan dalam upaya mewujudkan

BLUD RSUD. Mbay dan BLUD SPAM Nagekeo sebagai BLUD yang

sehat dan mandiri,

3. Sekretaris Daerah berharap agar momen
UD ini dimanfaatkan sebaik mungkin

tum kehadiran Koordinasi dan

Evaluasi Kegiatan Pengelolaan BL
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dalam upaya membangun sinergitas program/kegiatan sekaligus sebagai
media pencerahan bagi Pengelola BLUD, terutama berkaitan dengan
kesenjangan pemahaman tupoksi Baguan Ekonomi sebagai Pembina
BLUD di Kabupaten Nagekeo;

4. Saat ini Kabupaten memiliki 2 (dua) BLUD yakni BLUD RSUD. Mbay
dan BLUD SPAM Nagekeo, namun yang berjalan dengan baik dalam
aspek pengelolaannya adalah BLUD RSUD Mbay, sedangkan BLUD
SPAM meskipun secara pengelolaan sudab lebih dahulu hadir namun
banyak hal yang perlu dibenahi, terutama terkait dukungan persyaratan
Administratif, Substantif dan teknis, karenanya momentum rakor BLUD
ini menjadi ruang yang baik untuk mendapatkan masukan dan mencari
jalan keluar terbaik bagi penyelesaian persoalan BLUD SPAM;

5. Saat ini Pemerintah Kabupaten Nagekeo, sedang mendorong 9 Puskesmas
di Kabupaten Nagekeo agar juga menerapkan BLUD, sebab sebagaimana
rekomendasi Kemendagri dalam evaluasinya menyatakan bahwa
Pengelolaan Puskesmas di Kabupaten Nagekeo sudah menerapkan BLUD
hanya secara administratif belum ditetapkan sebagai BLUD;
2. Materi:
* Koordinator Substansi BUMD dan BLUD :

1. Penyampaian TUPOKSI Biro Perckonomian dan Administrasi
Pembaagiunan Setda Provinsi NTT, khsusnya bagian BLUD;

2. Arahan Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 56
Tahun 2019. Pedoman Nomenklatur Dan Umt Kega Sekretariat Daerah
Provicsi Dan i(abupaten/l(ota, yang mergakomodasi hadimya 3ub Bagian
BLUD:

3. Menyampaikan reguiasi terkait pengelolaan BLUD antara lain PP No. 79
tahun 2018 tentang BLUD; ‘

4. Memaparkan teniang hal-hal regulative berupa Peraturan Kepala Daerah
mana saja yang harus di buat dalam pengelolaan BLUD;

5. Menguraiakan tentang asas fleksibilitas dalam pengelolaan BLUD dan
dalam hal apa saja aspek fleksibilitas itu dapat diterapkan;
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6. Selanjutnya mendapatkan masukan dari Direktur BLUD dan ﬁese‘rta
Rapat; kbl
3. Diskusi :

Direktur BLUD RSUD Mbay

a. Menyampaikan apresiasi dan tetima kasih, karena untuk petbﬂna kalinya
ada bagian khusus di Pemerintah Provinsi NTT yang secara Tupoksi
langsung membidangi BLUD. Hal ini menjadi penting dan sangat
bermanfaat karena selama ini BLUD di daerah terkesan berjalan sendiri
tanpa ada mitra diskusi, dalam bentuk pembinaan dan pendampingan;

b. BLUD RSUD Mbay hingga saat ini telah mampu memenuhi kebutuhan
pelayanan yang profesional. Saat ini Pendapatan BLUD RSUD Mbay,
adalah 14 Milyar Rupiah atau melewati target Pendapatan yakmi 10
Milyar;

c. Berkaitan dengan pengelolaan anggaran BLUD RSUD Mbay telah
melakukan beberapa aspek fleksibilitas yakni Pendapatan, Belanja, dan
Kerjasama dengan Pihak ketiga;

d. Berkaitan dengan Jasa tenaga medis (Renumerasi) telah dilakukan, namun
hingga saat ini belum dikuatkan dengan Pertauran Kepala Daerah tentang
fleksibilitas Pembayaran Renumerasi sebagaimana yang dijelaskan oleh
Pejabat dari Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Provinsi
NTT;

e. Terkait dengan 10 aspek fleksibilitas BLUD, saat ini BLUD RSUD Mbay
baru menerpkan 3 aspek fleksibilitas, sehingga sesuai arahan dalam rapat
dar pewnafaran sesuai Permendagr BLUD RSUD Mbay akau segera

meinbuat Perkada terkait fleksibilitas dimaksud:

Respon Kadis PUPR Kabupaten Nagekeo

a. Berkaitan dengan BLUD SPAM NAgekeo, sesungguhnya sistem BLUD
sudah harus dilakukan sejak adanya Keputusan Bupati tentang
Pembentukan BLUD RSUD, dan jika hingga saat ini belum diterapkan,

harusnya menjadi pekerjaan bersama semua pihak, sebab sebagaimana
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yang disampaikan oleh Sekretaris Dacrah terkait kekurangan BLUD
SPAM Nagekeo saat ini;

b. BLUD SPAM Nagekeo saat ini telah mampu memperoleh Pendapatan |
Milyar/tahun, namun beban operasional baik SDM maupun saran dan
infrastruktur masih sangat tinggi schingga belum mampu mandiri,
karenanya subsidi Pemerintah menjadi sangat besar;

¢. Kapasitas air baku yang sangat kecil dibandingkan dengan pe ingkatan
jumlah Sambungan Rumah menycbabkan BLUD SPAM belum mampu
secara maksimal memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat secara
maksimal;

d. Berkaitan point 3 tersebut di atas, telah diupayakan untuk mencar sumber
air baku baru dengan kapasitas debit air yang besar, dan saat ini sumer air
dimaksud telah ada, untuk pengoperasionalnya Pemerintah Kabupaten
Nagekeo melalui Dinas PUPR telah mengajukan proposal dukungan dari
Pemenintah Pusat, dan telah mendapalkan. persctujuan, namun dengan
syarat utama adalah Pemerintah Kabupaten Nagekeo harus memiliki
Legalitas formal berupa sertifikat hak milik atas lahan tempat sumber air
baku dimaksud;

e. Berkaitan dengan sertifikat ini telah dilakukao perhitungan dengan
berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Kabupaten Nagekeo, dibutuhkan
anggaran sesbesar Rp. 4 Milyar, untuk alokasi dana ini pihak PUPR telah
berkoordinasi dengan Badan Kenangan Daeran Kabupaten Nageko, namun
belum mendapatkan alokasi sebagaimana yang diminta;

. Berkaitan deugan syara Substantif dan admimstrauf dalam pangeiclaan
BLUD 3FAM Nagekeo, telal beberapa kali dilakukan pertemuan untuk
menyelesaikan persoalan ini namun belum berhasii, karenanya melalui

media ini bisa mendapatkan jalan keluar penyelesaian persoalan dimaksud;

g. Saal ini tarii air minum di kabupaten Nagekec sangat rendah yakni
Rp.1.000,-/liter sehingga belum mampu menutupi beban operasional

BLUD;
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Respon Kepala Badan Keuangan Daerah Kab. Nagekeo :

a. Keadaan BLUD RSUD Mbay saat ini dinilai cukup baik. BLUD RSUD
Mbay selalu berkoordinasi dengan Badan Keuangan Daerah Kabupaten
Nagekeo terutama berkaitan dengan aspek tata kelola keuangaﬁ, pelaporan
pendapatan dan penggunaan dana dukung yang bersumber dari APBD;

b. Berkaitan dengan BLUD SPA:M, sebagaimana yang disampaikan oleh
Kadis PUPR, Badan Keuangan Daerah telah melakukan kajian dan melalui
momentum rakor ini Badan Keuangan Daerah menyampaikan saran agar

BLUD SPAM dapat melakukan penghematan pada pos anggaran belanja
pengadaan Obat-obatan penjernih yang anggarannya mencapai 2 Milyar.
Rasionalisasi anggaran ini dapat. digunakan untuk mendukung proses

sertifikasi tanah lokasi Sumber Air Baku baru nantinya;

Respon Kabag Ekonomi Kabupaten Nagekeo

a. Melalui forum Rakor ini Bagian Ekonomi meminta agar perlu ditetapkan
secara jela mengenai Tu[oksi Pembinaan BLUD di dareah, sebab pada
kenyataannya saat ini Bagian Ekonom1 hanya berkoordinasi dengan BLUD
SPAM Nagekeo dan dinas PUPR, sedangkan BLUD RSUD Mbay tidak
pemah melakukan koordinasi dengan Bagian Ekonomi, tetapi lebih
berkoordinasi dengan Bagian Kescjahteraan;

Respon Bagian Organisasi Kabupaten Nagekeo

a. Berkaitan dengan TUPOKSI Pembinaan BLUD mengacu pada
Perimendagri Nomor 55 tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatar, dan
sesuai surat edaran tentang tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat
Daerali Kabupateu Nagekeo, telah secara tepss meayatukan fungsi
Pembinaan BLUD ada pada Bagian Ekonromi, sedangkan pada bagian
Kesejahterazn memiliki fungsi dan peran berkaitan dengan aspek
kesehatan secara teknis seperti kebutuhan darurat kesehatan, pengadaan
infrastruktur, sarana dan prasarana kesehatan dalam kaitan dengan aspek

kesejahteraan dan pelayanan kesehatan itu sendiri;
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Respon Sekretaris Daerah Kabupaten Naackeo

Terhadap belum maksimalnya atau stagnannya pengelolaan BLUD SPAM

Nagekeo setelah RAKOR ini akan dilakukan rapat lanjutan untuk

menyelesaikan peroslan BLUD SPAM, termasuk berkaitan dengan

sertifikat lahan dan Se_]umlﬂh persayaratan dalam pengelolaan BLUD;

b. Berkaitan dengan adanya tabrakan tupoksi antara Bagian Ekonomi dan
Bagian Kesra, kiranya Peﬂjelasan Bagian Organisasi Kabupaten
Nagekeo menjadi rujukan yang jelas dan tegas;

“Respon  Koordinator Substansi BUMD dan BLUD Biro

Perekonomian dan Administrasi Pembangunan : |

a. RSUD harus menjadi BLUD adalah bentuk terobosan Pemerintah
yang melihat bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Pelayanan kepada
masyarakat, Rumah Sakit memiliki peran strategis berkaitan dengan
kelangsungan kehidupan Manusia (Pasien), sehingga perlu diberikan

fleksibilitas dalam pengelofaan Keuangan;

b. Berkaitan dengan pemanfaatan uang jasa medik yang dibagikan
kepada karyawan termasuk renumerasi, tetap sesuai Permendagri
Nomor 76 tahun 2018 wajib hukumnya dilakukan dengan Peraturan
Kepala Daerah;

¢. Peraturan K\epala Daerah selanjutnya berkaitan dengan pemanfaatan
fleksibilitas, dapat disesuaikan dengan kebutuhan BLUD;

d. Berkaitan dengan BLUD SPAM Nagekeo. scsungguhnya dar
penjelasan Bapak Sekda dan Kadis PUPR dapat disimpuikan bahwa
Pembantukar BLUD SPAM melalui mekanisme penmijukan oleh
Kepala Daerah, kareua secara legalitas Pertairan Bupati tekait BLUD
sudah ada, inaka yang perlu dilakukan adalah melengkapi Peraturan
Kepala Daerah lainnya terkait teknis operiasonal serta pemanfaatan
aspek fleksibilitas;

¢. Fleksibilitas soal tarif pelayanan, sebagaimana yang dikeluhkan oleh
BLUD SPAM. sebaiknya dapat dibuat tarif baru dengan Peraturan

Kepala Daerah, dan ini tentunya disesuaikan dengan kemampuan dan
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daya beli masyarakat. Sebagai rujukan atau acuan dapat juga
menggunakan Peraturan GubemnuNTT tentang Batas Atas dan Batas
Bawah Tarif Air Minum,

0 BLUD provinsi NTT

Kegiatan dipimpin oleh Koordinator Substansi BUMD dan BLUD Biro

perckonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT

{, Pembukaan :
Koordinator Substansi BUMD dan BLUD Biro Perekonomian dan
Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT : Rapat Eavaluasi BLUD
ini dilaksanakan dalam rangka mendapatkan masukan menyeluruh tentang
Kineja BLUD baik BLUD RSUD W.Z. Yohanes Kupang dan BLUD
SPAM Provinsi NTT. Selain sebagai upaya mendapatkan informasi terkait
pengelolaan BLUD, rapat ini juga bisa menjadi ruang untuk
mendiskusikan segala persoalan yang dialami oleh BLUD dalam semua
kegiatan operasianlnya selama Tahun Anggaran 2022, serta proyeksi
kinerja BLUD pada tahun 2023 mendatang;

2. Diskusi :

Direktur BLUD SPAM Provinsi NTT :

- Progres kinerja BLUD SPAM pada tahun 2022 meaunjukan hasil positif
dengan trend pendapatan yang cenderung meningkat dibandingkan pada
tahun 2021, meskipun Pendapatan pata tahun 2022 belemn memenuhi
target Pendapatan yang ditetapkac. Pendapatan BLUD pada Tahun 2021
sebesar Rp. 266.995.304, dari target Rp. 2.000.000.000,- pada tahun 2022
Realisasi pendapatan sebesar Rp.500.000.000.- dari target sebesar Rp.
2.606.600.000,-

- Pendapatan BLUD SPAM ini jika dibandingkan dengan tahun-tahun
sebelumnya terbilang sangat kecil, mengingat pada tahun 2019 sebesar
Rp.3.235.106.266.

Penurunan Pendapatan BLUD SPAM ini dikarenakan terjadinya
Pemutusan Kerja sama dengan PDAM Kota Kupang. Berkaitan dengan
hal ini pada tahun 2022 sudah dilakukan kesepakatan kerjasama kembali,
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qamun hingga s~at ini komitmen riil terkait kerjasama ini belum
diwujudkan olch PDAM Kota Kupang, Karenanya melalui rapat ini
diharapkan Pemerintah Provinis NTT melalui Biro Perckonomian dan
Administrasi Pembangunan dapat memfasilitasi perwujudan kerjasama ini
melalui Penjabat Walikota Kupang.

gelain itu kendala non teknis yang dialami adalah, belum adanya
pemahaman yang sama terkait Sistem PPK BLUD baik oleh Legislatif
maupun oleh pemerintah dalam hal ini OPD yang berhubungan langsung
dengan BLUD.

persoalan lainnya adalah terhentinga  operasional produksi yang
dischabkan oleh kondisi pompa dan genset yang sering mengalami
kerusakan karena sudah mencapai usia ekonomis (21 thn pemakaian)
Potensi yang dimiliki oleh BLUD SPAM adalah BLUD SPAM memiliki
Kapasitas Produksi Terpasang sebesar 150 It/detik, dan yang
termanfaatkan saat ini sekitar 75 It/detik atau baru digunakan cebesar
50%.

Upaya meningkakan pendapatan ini juga dilakukan dengan upaya
membangun koordinasi dan komunikasi dengan RSUD W.Z. Yohanes
Kupang yang saat ini berlangganan dengan PDAM Kabupaten Kupang,
dimana pengeluaran untuk kebutuhan Air dari RSUD W.Z. Yohanes
Kupang/tabun mencapai hampir sebesar 2 milyar rupiah. Potensi ini ika
menggunzkan jasa BLUD SPAM tenlunya akan sccara sigmfikan
mendvkung pelayanan RLUD SPAM, untuk ita melalui momentwn i
hitanya dapat difasilitas) an Jidowong agar hornjasam pengganaan ai du
BLUD SPAM dapat segera terwnjud,

Berkaitan dengan mekanisme perencanaii ARgEAran, yung tenjadi saat i
RBA seolah diabaikan dalam pembahasan dan penyusunan DPA, padahal

Scharusnya RBA harus dibicarakan terlebih dahulu sebelum penetapan

DPA, karena DPA harus mengacu kepada RBA dan bukan sebaliknya,
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pirektur BLUD RSUD W.Z. Yohanes Kupang
Target Pendapatan BLUD RSUD W.Z. Yohanes Kupang sebesar Rp.
121.361271.255- realisasi sampai dengan Bulan Nopember sebesar Rp.
116.702.008.510,- (96%);

. Realisasi pendapatan sampai dengan tanggal 20 Desember sudah
mencapai 124 Milyar, artinya telah mampu melampaui target pendapatan
yang ditetapkan;

Rincian pendapatan yakni Pendapatan Jasa Layanan dari masyarakat

target Rp. 120.819.669.475 realisasi Rp 114.595.017.231 (95%) ,

Pendapatan Hasil Kerjasama target  Rp 431.601.750,- realisasi Rp

743308250 (172%), Pendapatan Lainnya target Rp 110.000.000,-

realisasi Rp 668.730.529 (608%) dan Pendapatan Hibah target Rp O,-

realisasi Rp 694.952.50

Berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa, saat ini BLUD RSUD W.Z.

Yohanes Kupang belum memiliki tenaga Pengandaan barang dan jasa,

sehingga masih mengikuti Proses Pengadaan Jasa Pemerintah, sehingga

aspek fleksibilitas terkait pengadaan ini belium berjalan secara penuh.

Kendala yang dihadapi oleh BLUD RSUD W.Z. Yohanes Kupang antara

lain :

1) Kurangnya Gedung dan Fasilitas Rawat Inap

2) Kurangnya Koordinasi dan Komunikasi dari bidang terkait terhadap
jalannya proses tagihan biaya Pelayanan

3) Kurangnya TFasilitas Berbasis Teknologi yang memadai bagi
rrontliner

4) Keienatan dalam proses penetapar kode Diagnosa Pasien untuk
kepentingan proses Klaim |

5) Keterlambatannya Pembayaran lamkesda dari dava Pengaman
Provinsi, Kabupaten Kupang, TTS, dan Malaka

In~”>l1t!ktorat

" Untuk wakey selanjutnya, sedapat mungkin materi rapat disampaikan terlebih
Gahuly agar dapat didalami oleh semua pemangku kepentingan;
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BerkaI@ deﬂgii'" fleksibilitas, perlu mendapat perhatian bahwa fleksibilitas
yang dikedapnkan bukan hanya aspek profit semata, tetapi juga harus
didukung dengan perubahan pelayanan kea rah vang lcbih’ baik;

Berkaitan dengan BLUD SPAM, Agar jangan sampai ada ke;enjanem yang
terlalu jauh anatara Target dengan realisasi Pendapatan, hal ini terus menjadi
pechatian dan sorotan dari DPRD;

perlu ada bukti kinerja pengawasan dari Dewan Pengawas karena Dewan
pengawas mendapat alokasi honor dari kegiatan BLUD, sehingga peran
Dewas dapat juga terlihat sctidaknya melalui paraf dan tanda tangan dalam
setiap materi yang dikeluarkan oleh BLUD;

Terkait pengandaan Barang dan Jasa, bisa dimaklumi, dan jika sampai saat ini
masih mengikuti  Pedoman Pengadaan barang dan Jasa Pemerintah
scbagaimana lajimnya, tidak ada salahnya sambil menunggu adanya tenaga
pengandaan beriisensi;

Dinas PUPR

- Pengelolaan BLUD SPAM Provinsi NTT, saat ini harus dilihat sebagai hal
yang positif dan optimis menuju kemandirian, hal ini dilihat dari adanya
kenaikan pendapatan yang cukup signifikan disbanding tahun 2021, yakni
dari 200 juta menjadi 600 juta lebih;

Kendala terkait Usia peralatan yang hingga saat ini sudah mencapai 20 tahun
lebih, agar mendapat perhatian lebin;

Saat ini sudah ada Perjanjian Kerjasama dengan K
namun belum diimplementasikan,

ota Kupang terkait
penggunaan air dari BLUD SPAM,
karenanya d:butvhikan dukungen sermig pikak agar dapat memparcepat

realisasi impelemntasi kerjasama ini;

Badan Keuangan Dan Aset Daerah :

Perlu dipahami bersama oleh semud pengelola BLUD maupun  semua

pemangku kepentingan adalag BLUD adalah sistem pengelolaan keuangan

yang diberikan fleksibilitas dalam pengelo
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pembinaan BLUD agar dapat memfasilita

9 semua
memiliki korelasi langsung dengan BLU perangkat daerah yang

' : D untuk duduk bersama dalam
rangka menciptakan dan menyamakan kesepahaman tentang BLUD, agar

kedepan perbedaan pendapat dan pandangan ini bisa terjembatani dalam
rangka membenkan dukungan yang maksimal bagi pengembangan B1LID

dalam rangka memastikan pelayanan wajib dasar berjalan secara baik dan
memuaskan,

G. Kota Kupang
Kegiatan dipimpin  oleh Koordinator Substansi BUMD dan BLUD Bwo
Perckonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT

I. Pembukaan :

Koordinator Substansi BUMD dan BLUD Biro Perckonomian dan
Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT : Rapat Eavaluasi BLUD
dilaksanakan dalam rangka mendapatkan masukan meayelurub tevtang
Kinerja BLUD RSUD S.K. Lerik Kota Kupang. Kegiatan i juga scbaga
upaya mendapatkan informasi terkait pengelolaan BLUD, dan mencankan
solusi serta rekomendasi kepada pemangku kepentingan berkaitan dengan
Pengembangan BLUD RSUD S.K. ierik Keta Kupang.

2. DISKUS] :
Direkiur BLUD RSUD S.K Lerik Kota Kvpang :

- BLUD RSUD S.K Lerik Kota Kupang meuy ampoikan terma Kaah dan

apresiasi atas undangan Pemerintah  Provinst NTT  welalu Buo

Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Provinss NTT untuk

bersama-sama membahas dan mendukung hegratan BLUD RSUD S K

Lerik Kota Kupang;
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RSUD SK Lenk Kots Kupang rewni melskukan Penerspan BLUD
dengan Perairan Walikota Kupang Nowor 89 mhun 2020 tentang
Pembermilm. Keddulom. Susman Orgviet. Tagae dan Pungsi, serte
Totn Ketin Rumsh Sukit Umom Daersh Samael Kristian Larik Kots
Kupang.
Dalnm kepintan pelayansn waiib dasse dengan Penerspan B 1D LT
RSUD SK Leik Kote Kupang. telsh menjalankan heberaps aspek
Nekyibilitne, - duntaranys  Tanif, Pengelobsan Penlapatan  remmer s
penpadnnn Barang dan Jaw,
Berknitun dengan kemandirian kevangan BLUD RSUD § K Lerik Kot
hupung. - dalam - penpelolasn kewsnpn terutama  sspek  Pendapatan
menunjuban hasl yvang baik dari taben ke tabun, namun Pendepsian
mxrnmwanmn-mmmum
aperumonal Rumah Sakit, karemanya BLUD RSUD SK Lenk Kot
Kupang. masih membrtubkan dubungan APHID dan Pemerntah Kot
Belum adanya pemahaman yang utub tentang BLUD oleh scmua lnaans
Mitia inenycbablan tenadinya bias  pemabaman  terutama  berkatan
dengan dubkungan APBD dan peman fastan Pendapatan serta Silpa,
Hingga saat mu BLUD RSUD SK Lenk Kota Kupang menglem:
kenduls 1erkan dukungan anggzran APBD da'sm membangn kesebiniban
keyaatan opansional kegistan BLUD Rumah Sakut an
Persturun e tanf pelavanan Roash Sahn Umisa Deerehi wat
dintlin sudab tdak sesuai lag dengen baaya pelayanan yang dik sk
Latenanm s salpd Qiliaspdan g Perstoren Walkob wakadt ol dapa
Aiperbabiane,

Dinus Kesehatan Kots Kupsng
Sebaga Dinas induk ateu Instans: by yang i BLUD B5LD
SK Lenk Kota Kupang, dussshen behws soph ditctaphan i ad)
BLUD, ada kesan BLUD RSUD SK Lenk Kots hupang beogalan

sendin.
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Dalam melaksanakan kegiatannyg BLUD RSUD §.k i

terkesan sangat sulit berkoordinas deng
[nstansi Induknya;

Lerik Kota Kupatig /! | " |
an Denas Kesehatan sebagai

Melalui Rapat Koordinasi inj, kiranya dapat ditegaskan kembali terkait

kedudukan Dinas Kesehatan Kotg Kupang dalam kedudukan sebagai

dmpai saat ini Divas Keschatan tidak pernah
dilibatkan atau dipercayakan untuk dydyk sebagai Dewan Pengawas
dalam BLUD RSUD S.K Letik Kota Kupang;

- Berkaitan dengan tarif layanan yang may diperbaharui serta dikaitkan
dengan aspek fleksibilitas, tohon penjelasan dari forum rapat ini,
terutama terhadap adanya pelayanan bary yang belum ada penetapan tariff
pada peratiran Walikota sebelumnya, bagaimana mekanisme penerapan
tariff terhadap jenis pelayanan  baru ini, apakah disatukan dengan
perubahan Peraturan Walikota dimaksud ataukan cukup dengan peraturan
Kepala Rumah Sakit;

Dewan Pengawas, karena s

Bagian Hukum Kota Kupang

- Berkaitan dengan Perubahan Tatif Layanan RSUD S.K. Lerik, saat ini
draft penetapan tarif baru sedang dalam proses di Bagian Hukum;

- Terhadap penetapan tarif pada jenis Layanan Baru, tentunya mengacu
kepada regulasi Standard harga Barang dan Jasa serta mempertimbangkan
kemampuan masyarakat;

- Peraturan Penetapan Tarif baru ini, sedang dikonsultasikan dengan
Kemendagri, mengingat saat ini Walikota Kupang dipsgang cleh Penjabat
Walikota, sehingga diperlukan pendapat Kementerian Dalam Negeri
terkait Peraturan Walikota tentang tarif ini;

- Berkaitan dengan kedudukan Dewan Pengawas sebagaimana yang

disampaikan oleh Dinsa Kesehatan, memang diakwui bahwa Kedudukan
a saat ini mengacu kepada arahan dan

Dewan Pengawas yang ad !
sehingga jika ada hal yang belum sesuai

pertimbangan Walikota Kupang,
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sedapt mungkin disampaikan sebagai pertimbangan kepada Walikota
Kupang;

Badan Keuangan Dan Aset Dacrah :

. Berkaitan dengan dukungan, APBD yang belum signifikan dalam
mendukung Kegiatan BLUD RSUD $.K. Lerik Kota Kupang, memang
sanpat diakui, terutama untu 2 (dua) tahun terakhir, mengingat kondisi
keuangan daerah yang juga belum maksimal dalam memenuhi kebutuhan
semua OPD yang memberikan pciaymmn kepada masyarakat,

- Scbagai orang yang pemah bekerja di RSUD S.K. Lerik, memang sesuai
pengalaman dukungan APBD yang minim sangat mengganggu kualitas
pelayana kepada masyarakat.

- Kedepan berkaitan penyaman persepsi terkait BLUD perlu ada sebuah
rapat bersama yang melibatkan semua OPD terkait dan Pemangku
Kepentingan dalam rang<a mendapatkan kesamaan pemahaman, demi
mendukung kegiatan BLUD dalam rangka memenuhi kewajiban

memberikan pelayanan yang professional kepada mayrakat,

Bagian Ekonomi Kota Kupang:

Terima Kasih kepada Biro Perekonorian dan Administrasi Pembangunan

Provinsi NTT yarg telah memfasilitasi kegiatan ini;

- Forwn rapat ini juga menjadi acuan bagi Bagian Ekonomi Kota Kupang

untuk sclanjutuya setelah sat ini melakuxan pembinaan secara rutin sesuai

amanat regulasi kepada BLUD,

oordinator Substansi BUMD dan BLUD Biro Perckonomian

Respon K
insi NTT :

dan Administrasi Pembangunan Setda Prov
- Berkaitan dengan belum adanya pemahaman yang utuh terkait dengan

fungsi BLUD serta asas fleksibilit
ten yang sudah dilakukan evaluasi, karenanya disepakati bahwa

as, ini menjadi maslah di hampir semua

Kabupa
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perlu tindak lanjut kegiatan yang memyp
pemangku kepentingan terlipat dalam
pemahaman tentang BLUD;

gkinkan semua Opp terkait dan
rangka membangun kesemaan

melibatkan banyak unsure yang berkompoten terkait tarif layanan Rumah
Sakit, serta memperhatikan kemampuan masyarakat;

Berkaitan dengan Dewan Pengawas yang belum mengakomodir Dinas
Keschatan, maka melalui forum ini ditegaskan kembali bahwaDewan
Pengawas dan Pembina BLUD sudah diatur secara tegas dan jelas dalam
Pemendagri Nomor 79/2018, dimana DinasKesehatan sebagai Instansi
teknis yang membidangi BLUD secara regulasi wajib diakomodir dalam
komposisi baik Dewan Pegawas maupun Dewan Pembina;
- Terhadap Dewan Pengawas yang dibuat saat ini dengan
mempertimbangkan kebijakan Walikota Kupang, maka Dinas Kesehatan,
BLUD RSUD S.K. Lerik, bagian Hukum dengan difasilitasi oleh Bagian
Ekonomi Kota Kupang, dapat mebuat telaahan kepada Walikota Kupang
untuk perubahan komposisi Dewan Pengawas dengan mengacu kepada
Pemendagri Nomor 79/2018;

VL. HASIL KEGIATAN :
A. Permasalahan

Secara umum dengan mengacu kepada hasil diskust dalam Rapat Koordirlasi,

Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BLUD yang dilaksanakan di € (enam)

Kabupaten/Kota, pokok permasalahan yang diinventarisir sebagai berikut :

L. Belum adanya kesamaan pemahaman tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi
BLUD, khusunya pada aspek pengelolaan pendapatan, dan belanja, termasuk
oleh Legistalif;
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istribusi dan rekrui
g Dlsn-.le].SI ekruitmen SDM By masih belum mengedepankan aspek
fleksibilitas dengan mempertimbangkan kajian kebutuahan BLUD:
3. Belum maksimalnya peran Bagian Ekonomi sebagai Pembina B; UD sesuai
ama'nat Permel?dagn No. 56 Tahun 2019 Tentang Pedoman Nomenklatur Unit
Kerja Sekretanat Daerah Provinsi dap Kabupaten/Kota:

4. Belum maksimalnya peran Instansi Pembina Teknis dalam mendukung
pengelolaan BLUD;

o

Penentuan komposisi Dewan Pengawas dengan mempertimbangkan kebijakan
Kepala Daerah dan tidak mempethatikan arahan regulasi Permendagri No. 79
Tahun 2018 tentang BLUD;

B. Rekomendasi

Rekomendasi terkait rencana tindak lanjut berdasarkan inventarisir persoalan
tersebut di atas sebagai berikut :

1. Periu dilakukan rapat lanjutan dan sosialisasi terkait BLUD yang
menghadirkan Organisasi Perangkat Daerah yang berhubungan langsung
dengan BLUD dan pihak Legislatif (Komisi yang membidangi) dalam
rangka mendapatkan pengetahuan dan kesepahaman yanyg sama tentang
BLUD dan Pengelolaan BLUD;

2. Mengupayakan dan mendorong terwujudnya perjanjian kerjasama antara

LUD dengan mitra dalam rangka mendukung peningkatan peudapatan

BLUD;

Mengupayakan gan mendorong pelahsanaan azas ileksibilitas BLUD dapai

erujuk pada Regulast;

.L,)

dijalankan secara proporsional denganan
4. Mendorong mekanisme percncanaat dan peuganggaran dalam Instansi

teknis zgar mengakomodir  proses dan tahapan perencanaan dan

penganggaran BLUD;

5. Secara terus-menerus memberikan penguatan fungsi BLUD baik melalui

dukungan APBD maupun dukungan kebijakan lainnya dalam rangka
optimalisasi kinerja BLUD;
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Kebala Biro Perckonomian  dan
Administrasi Pembangunan Setda Provips; NTI diucapkan terima kasih
s

Kupang, 27 Desémber 2022

Yang Membuat

A

Theresia Y.B. Taluma, ST
NIP. 19790128 200903 2002

Menyetujui
Koordinator Substansi BUMD dan BLUD

Mengetahuti,
Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembanguna /.

R. Dps. Jusuf L. Rupidara. M.Si
embina Utama Muda (1V/c)

Nip. 196608141988031018
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KABUPATEN TTU
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KABUPATEN BELU

BERDISKUSI ASISTEN 2 SETDA KAB. BELU
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KABUPATEN SIKKA
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KABUPATEN MANGGARA| TIMUR

PEMBUKAAN KEGIATAN OLEH ASISTEN 2 SETDA KAB. MANGGARAI TIMUR
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KABUPATEN NAGEKEO

BERSAMA SEKRETARIS DAERAH KAB. NAGEKEO
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KOTA KUPANG
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